: -Papz!a,

“f llqga! z’oégmg wa mcml pra ble;?z in ﬁresz‘fy wﬁzrb (as r/fvregz‘m if/ae .rzm‘amgble )
orest aig g[abﬁ! environment, As a resuli of polisies from special otomomy of -
Jorest e«gblﬁzz‘az‘zarz Ternds 10 mové to Papua forests; the largest natural -
A frabzm%resfx in Indonesia. A phenomenal poktical issue of Papuain the past -
| wasian impact-of - centralistic Jovernpent had strong influences din the
" iimplementations of “their polieiss, including policies in the forestry. Various:
'cwzp[ﬂng} pmblefm in'Papua become fo potential factors dn enlarging illegal
J5ging and in the same tinie tnpeding efforts for stopping dt. This article deseribe
- 'Ibe complexcity probisis in vrder to overcome illggal logging in Papsia, particnlan) h

PENDAH‘ULUAN

‘Hutan merupakan modai pem-
‘bangunan nasional yang memiiki
‘manfaat nyata-bagi kehidupan

m prosecting criminal policy in theera of special otonomy of Papmz

bangsa, batk manfaat ekologi

Keywo:d Il/ega[ lqggzng, {pma! atoﬁmfgy af Papzm, Cﬁmma! Pa/zgy

e

‘manfaat ekonomi, secara seimbang
«dan-dinamis. Hal inl merupakan

konselawenst logis dad fungsi hutan

sebagai suatu ekosistem? yang di

1. Pcnuhs yang dxiahlrkan di Bottoe' Sulawes: Selatarz pada tanggal 15 April 1973, penulis adalah

r:7 anggota Setuan-Reskrim Polres Manokwari berpangkat Brigadir Polisi (angkatan Seba PK
... Polritshun 1994/1995 SPN Jayapura). Selain sebagai anggota Polri penulisj juga adalah seorang
" Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi llmu Hukum Manokwari mata kuliah Hulum Perdagangan
i Internasional, Hukum Pidana Internasmnal dan Metodologi Penelitian Hukum, dan Sekolah
. Tinggi limu Ekonomi Manokwari mata kuliah aspek Hukum dalam bidang ekonomi. Penulis
" menyelesaikan pendidikan formal SI di Sekolah Tinggi Iimu Hukum Manokwari tahun 2002
kemudian melanjutkan Program Pasca Sarjana ($2) di Universitas Atma J aya Yo gyakarta tahun
+:+2003 dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan selésai tahun 2004, L
+2 Ekosistem atau lingkungan secara global menurut Ottow Soemarwoto adalah I;ngkung&n hadup
sebagai suate keseluruhan, yaitu wadah kehidupan vang di dalamnya berlangsung hubungan
-saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup {komponen hayati) dengan lingkungan
tempat hidupnya (komponen non-hayati {Seemarwoto 0,'1991 Ekolog; ngkwfgan Hidup

dan Pembangunan, Diambatan, hal: 20-21°




g sendiri:

ckonomi . saja. canderung..ﬂm@ng:—.

sbaikan fiingsi lain schingga akan

berdampak pada perubahan
ekologi, bahkan pemanfaaran
'fungs: ‘ekonomis hutan yang
betlebihan' dapat’ memmbulkan
“kerusakan hutan yang berdampak
‘pada keiugian ekologi, sosial dan
bahkan kerugian ekonomijangka
panjang

Fungsi ekologis hutan adalah. .
sebagai suatu sistem:penyangga

-kehldupan antara lain sebaga:{j"
-menjaga:
kesubuzan tanah, mencegah erosi,

pengatur tata. air,

dalarnny_ mengandung tiga fungsi

men ga siklus makanan; serta

_(e/ealoaz) serta fungm sosial? Tiga
fungsi pokok dari hutan ini
merupakan suatu sistem yang?’
_ 'sahng mempengaruhl_antara satu

“sistemnya. Dilihat dari

m:cn.).ag.a

:esem}_bangan iklim
, penghasﬂ udara bersih,

ebagai tempat pengawetan ke-
aneka-ragaman hayati dan eko-
fungsi

ekonomis, maka hutan sebageu
- sumber yang menghasilkan arang
; : 8% _dan jasa baik yang terukur eperti
gE dcngan mengesampmgkan fungsx. fu
‘yang:lain:akan menimbulkan -
ketimpangan ‘dalam® proses

- pembanguan sektor kehutanan itu: -
Pcmanfaatan ‘hutan -
(eksplmtasl hasil hutan) yang:.
menitik beratkan pada kepentingan -

hasil:hutan berupa. kayu dan non

kayu, fnaupun yang tidak terukur
- seperti jasa ekoturisme. Sedangkan

fungsi sosial hutan adalah sebagai

summber penghidupan dan lapangan
Jerja serta kesempatan berusaha
- bagisebagian foasyarakat terutama
yang hldup di dalam dan di sekitar

‘hutan, setta untuk hepentmgan

pendidikan dan penelitian demi

pengembangan ﬂrnu peucetahuan

dan teknologl '
Perhatian terhadap masalah

kéhutanan saat ini-bukan hanya

menjadi sorotan dari dalam negeri
saja ‘terutama- kelompok pemer-
hatikan lingkungan dan kehutanan,
akan tetapi merupakan isu global

“yang menjadi sentral perhatian
dunia intetnasional. Hal ini dapat
_ chpaharm oleh karena dampak dari

" kerusakan hutan yang memmbtﬂkan

3. Iskandar. U, dan Siran 5. A.;2000, Pola Pengciuiaan Hutan Trop;ka, A!tcmatzf Pcngeioiaan
+ Hutan yang Selaras dengan Dasentrahsasx dan Otonom: Daerah Get. 1 PT. Bayu indra Grafika:
“iYogyakarta, hal : 1635, L

4, Departcmen Kehutanan, 2004; Penataan Penge!o!aan Hufara Pr aduksa di: Lzzar Pulau Jawa
‘melaiui Restrulturisasi Kelenibagaan Usaha Bidang Kehutanan, dari Webpaﬂc http /'/W&WJ
dephut.go.id/informasi/amum/restrukiurisasi.him,: (diakses 3 juni 2004).-




- masalah multidimensi. terkait
.4 __ngan' spek_ekonoxm kologl

secara_;:g10b31 Pex-
'_hauan duma yang tertu;u pada

: ;-Zf:umusk dalam Umz‘ed Nations
i Caﬂﬁreme (s Eﬂvzmﬁmmi and
Development. (UN CED) melalu
‘Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi di
-Riode Jeneiro (3-14 Juni 1992) yang
"c:i__jselenggara_kan oleh The United
INations E n_bz';fo nment. Programme
(UNEP). Salah satu konvensi
.penting yang. dihasilkan oleh
'-._i«:_onfre:;si_;ini_;_adaiah_ Konsensus
tentang petlindungan hutan tropis
.yang dituangkan dalam dokumen
petjanjian No#-Legalily Binding
Authorative Staterment of Principles for
a Global Consensus on the Managemen,

,..Can.rermz‘zm rmd Smmmabfe_.
;..:Deyelqpmeﬂt of a!/ T pe.r of - Forests

(Forestry, Pmmp/e.r) Pmslp—pnn51p

kehutananini merupakan konsesus
international yang terdiri dari 16,

Pasal yang mencakup aspek penge~

lolaan, aspek konservasi, serta .
_~--aspek pemanfaatan dan. pengem— .
~.bangan, bersifat. tzdak menglkat___
.secara. hukum dan berlzku untuk

semua jenis tipe hutan.® s

-.-Bab 11 dard Agenda 21 tentangj' '

méaz‘mg Deforestation” setta
p_er;:emuan_ ketiga dari Komisi
Pembangunan Berkelanjutan (CSD-
Commission of Sustainable Develop-
meng) disepakatiuntuk membentuk

Lntergomsrmental Panelon Forest (IFF)

guna melanjutkan dialog dalam
kebijakan kehutanan skala global ¢

Hakekat dari konsep sustainable
Development khususnya dalam
konteks perlindungan hutan adalah
keseimbangan dalam hal peman-

h) Hard_]asoemantn K 1926, Hukum Tata ngkungan, Gei Ke~17 edisi ke-7 Gadjah Mada
University Press Yogyakarta hal : 20. ada dua konvensi penting yang ¢i hasilkan oleh
UNCED yaitu, pertama Konfensi perubahan iklim (convention on climate Change) dan kedua,

~ consensus tentang perlindungan hutan tropis (Global Consensus on the Management,

- "Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests) (Ida Bagus Wiyasa Putra,
20603, Hukum Lingkungan Intemas:onal Persfektif Bisnis Internasional, Get. 1, PT. Refika

Aditama: Bandung, hal: 32).

& Iskandar, U 1999, Dialog Kehutanan dalam Wacana Global, Get. 1, Bigraf Publishing :
. Yogyakarta, hal : 56. Agenda 21 merupakan rencana kerja global. ‘yang pertarna kali disusun
 secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable management) meliputi

berbagai isu ekonomi, social dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari
semua Negara di dunia. Agenda 21 Global terdiri dari 39 Bab yang dibagi dalam 4 bagxan {ibid,
Hadjasumantri, hal: 22 -23)




E faamn ﬁmgs1 hutan yang merupakan

dewe[opmem‘ p cess-and-cannor be
considered in isolation J%W;’ it (ari:tcle 4).
Srares shail wqpemz‘e i spirit of; Slobal
pmfzmb i 1o conserss pmfm‘aﬂd réstore
he healdly and integrity qf z‘b.e Eaﬂ‘ﬁ.f
ecosystem (Ardcle 7). g
States shall eﬂmtgﬁéw‘zye enwmnmem‘gl
Jogilationy environmental: standards,
management: objeciives: and priviities
should reflest the environmental and
developmental ontexct 1o w/azcé ey
applyfartcle 11).7% - vwiid
+ Ketentan di atas' menunjuk-
kan bahwa konsep‘perlindungan
lingkungan (termasuls hutan) global
didasarkan pada dua pinsip umum

yalm ; perigrsd pinstpthubungan,
- konflik di kalangan. masyarakat

antata manusia dengan lingkungan

hldupﬂ}f’l ﬁﬂfqgml{y linked with other
parks. of the imz‘zzm! gy&z‘em Ked v

prinsip hubungan antara manusia

dengan setiap generasinya (funda- .
mental relationship between different

L

7 1da Bagus Wiyasa Putra, Opeit, hal: 67
& Hardjasoemantri, Opcitt, hal: 89.

generations” of “humian species)
“Pembangunan berkelan}utan yang
*dirumuskan ‘dalam konsep peles-
“tatian lingkungan menurut Prof.

Kusnadi- ‘Hatjasumantri adalah

: bahwa 1st11ah Ppelestarian kemarn~

“puan, hngkungan yang serasi dan
se:ambang membawa kepada ke»
J/’ya!! co;m‘zﬁzfe aﬂ'"' zﬁfegra! pm‘ of the.
: “dan “hngkungan sehmgga antatra
'pembangunan dan hngkunvan
tidak diperten Langkan satly dengan
?yanglam 80 T L

" Salah satu permasalah yang

' séﬁgat krusial mengancam ke-
lestarian lingkungan khususnya
dalarm bidang kehutanan adalah

masalah penebangan liar atau yang
akeab-dikenal dengan istilahi #ksa/
logging. Krisis' multidimensi yang

timibul sebagai akibat dasi ilkgal
Jogging diantaranya kerusakan

lingkungan sebagai akibat dari
kerusakan hutan, mengancam
habitat ekologis yang sudah ada,
musnahnya flora dan fauna, erosi,

devaluasi harga kayu, hﬂangnya

‘mata pencahatian, banjir; tanah

longsot, dan tendahnya pen-
dapatan negara dan daerah dari
sektor kuhutanan serta kerusakan




Pez:k'embahgan tllegal Loggingdi

_ .Papua yang ditanggapi oleh
;.Pemexmtah dengan dlgelamya

- Operasi-Hutan. Liestari (OHD) 11

= '-se;akbulanMaretiZOOS menunjuk-
 kan'adanya. penmgkatan Lualitas
_ ;ke;ahatan z/lega] !oggzﬂg dengan

- yang: dikemas dalam -

= .'kcbi}akan Otanoml khusus melalui
 kefja sama dengan oknum pe;abat
pemerintah daerah atau apatat di
daerah.-Modus'ini-sebenarsya
mempunyai mekanisme kerja yang
identik dengan; modus lama dalam
hal permainan dokumen. yang
melibatkan pejabat terkait dengan
sistem pengelolaan hutan. Hal bara
dalam m_od_us_i;ﬁ sebcnathya_hanya
menyangkut kualitas kejahatan
illegal Ingging yang meningkat
menjadi.kejahatan yang tet-
strultur, lebih formal dan diwarnai
oleh tendensi politis. .. « ...
Penanggulangan ol /a&gmgdl
Papua selama ini setingkali hanya
dikaitkan dengan lamanya pene-
gakan hukum. Sedangkan penegak
hukum senngkah hanya berurusan
dengan masyarakat lokal atau

permhk alat transportasi kayu,

namun terhadap aktor intelektual

pelaku #llegal logging sulit untk.

tersentuh dan terjerat dalam sistem
penegakan hukum yang ada.
Persoalan illegal logging pada

: guiangan yang terpadu

dasarnya adalah persoalan ‘yang
sangat kompleks yangdalam upaya
penanggulangannya tidak cukup
hanya melalui sarana. penal saja,
akan tetap1 peﬂu drtun}ang oleh

dalam su_' 1.1._ konsep penang~__ _

Pendekata_nvg __ T
penal saja_terbukt idalk cukup' i
untuk menangguiangx masalah' N\
z//egal laggmg ini, Mesklpu" telah
tersedia . berbagm perangkat
hukum akan tetapi tetap saja sulit
untuk dlberantas ]anﬂgan smchkat
pelaku keja ahatan llpgal logging s yang
semakin berkembang mcn;adx
ke}ahatan ttansnasional, tet-
organisas dan tegstrukeur bahkan
menjadi bagian dati’ modus_
kejahatan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Melihat
dampak multidimensi yang
ditimbulkan oléh ke}ahatan illegal
logging, miaka tidak berlebihan 1ka
kejahatan #/legal lpgaing dlgolongkan
sebagai salah satu kejahatan extra
ordinary- crime, Sehingga upaya
penanggulangannya pun harus

- melalui cara-cara yang extra

ordinary. Oleh karena itu, dalam
tulisan ini penulis akan mencoba
mendeskripsikan secara sedethana
tentang kompleksitas perma-
salahan dalam upaya penang-
gulangan #legal logging di Papua.




2: Pengertian Illegal logging
“é’ﬁ'geitiaﬁ"' “Gllegal ogging”
dalam peraturan pexundang
undaﬁgan d1 bldang kehutanan pada

/qgs aﬂd z’mfzgjorz‘mg z‘beffz fo z‘/.vé &awmzzr
artmya pendudukan (perambahan)
untuk menebang dan - mengurang
pohon menebang kayu dan
membawa ke tempat Sawrmll
(tempat gergajlan B AWIN

. -Berdasarkan . pengertlan
haxﬁah tersebut di atas, dapat
diszmpulkan bahwa tllegal logoing
berarti petbuatan menebang kayn
kemudian membawa ke tem_p_ait
gergajian yang. bertentangan
dengan: hukum‘atau-tidak sah

menurut hukum. Defmisi menurut

- LSM Telapak tahun 2002, yair';

bahwa  i/legal  logging - adalah
“Gperaﬂ /kegiatan kehutanan. yang
belum ‘mendapat-izin dan yang
merusak” 12 Forest: Waz‘cb Indafmza
(FWI) -dan: Glabal Forest-Watch

(GFW) 20, menggunakan IStﬂﬁh

“pembalakan illegal” atau ¢ ‘pem-
balakan liar? yangmenggambarkaﬂ
semua praktek atau kegiatan
kehutanan yang berkaitan dengan
pemanenan, pengelolaan:dan
perdagangan kayu yang tidak sesuai
dengan hukum Indonesia. Lebih
lanjut FWI dan GFW membagi
illegal logging maenjadi dua yaitu';
perfama, yang dilakukan-oleh
operator sah yang imelanggar
keténtuan-ketentuan dalam izin
vang dimilikinya. Kedys, melibatkan
pencuti kayu, pohon-pohon di-
tebang oleh orahg yang sama sekali
tidak mempunyai hak legal untuk
menebang pohon.

~ Kesimpulan dati beberapa
pengertian di atas, menggambarkan

17 Garner, B.A, 1999 ‘Blak's Law Drcnonarv Seventh Edition, West Group Dallas Texas, hal:
7750. dalam kamus bahasa Inggris “///egafartinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan
hukum, baram, Salim, P., 1987, the Contemporary English Indonesion Dictionary, Edisi keenam,

Madern English Press : Jakarta hal: 925.

18 Simon dan Schuster, 1979, Webster s New Twentzeth Cemury chnonary second Ed:taon New

-york, hal: 1064. .
19 DTE,2002 Opmt, haE 3

20 FWI dan GFW, 2001, Potret Keadaan Hutan Indonesm edisi ketiga, Forest Wae‘ck Indonesza
dan Washington D,C. : Global Forest Watch : Bogor 2001, hal: 36.




 definisi #/legal logging sebagai

- kegiatan di bidang kehutanan atau
yang merupakan, rangkaian ke-
~ glatnyang mencalup penebangan,

 penganghutan, pengolahan hingga
 kegiatan jual beli (ckpos-impos)
 kayu yang  tidak sah - atau

bertententangan dengan aturan
* hukum yang berlaku atau dapat
“menimbulkan kerusakan hutan.
'Unsdi—_unsur;y_aag terdapat dalam
kejahatan #/egal logging tersebut
antara:lain : (1) adanya suatu
kegiatan, .penebangan kayu,
pengangkutan kayu, pengolahan
kayu, penjualan kayu, dan atau
pembelian kayu; (2) dapat merusak
hutan; (3) ada aturan hukum yang
melarang; dan (4) bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku
atau dapat merusak hutan. Menurut
hemat penulis bahwa #/kga/ /oggiug
adalah rangkaian kegiatan dalam
bidang kehutanan dalam rangka
pemanfaatan dan pengelolaan hasil
hutan kayu yang bertentangan

21 Sukardi, Opcit, hal: 73,

dengan aturan hukum yang berlaky
dan atau berpotensi merusak
hutan. = -

3. Bisistensi Hlegal Logging
dalam Otonomi Khusus Papua.
a. 'Perkcmbahgan 1llegal lpgoing di

Papus herupakan provinsi
terluas di Indonesia dengan luas -
kurang lebih 421.981 Kim atau 21%
dari luas wilayah Indonesia. Lebih
dari 75 persen wilayahnya masih -
tertutup hutan tropis yang lebat,
dengan 8 persen penduduk masih

semi tedsolit yang tinggal di daeréli_ B,
pedalaman (bagian tengah Papua).

Jumlah penduduk Papua hingga
2002, kurang lebih 2,3 juta jiwa
dengan tingkat kepadatan
penduduk 5,13 orang per km dan
memiliki lebih dari 250 keragaman
suku dan bahasa daerah. 2

Luas hutan di Papua menurut
data Global forest Watch tahun 20022
yaitu lebih dari 33 juta ha

22 Etochaq, CK., 2003, Meretas Sejarah yang Kelam, Majalah Lingkungan Hidup OZON,
Volume 4 No. 3, Desember 2003, hal 41. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta : Jakarta, hal; 41
23 FW1dan GFW, opcit, hal :12. data dari Bank Dunia yang dianalisis oleh Global £ orest Watch
di atasjnenunjukkan bahwa tutupan hutan hingga tahun 1997 seluas 33,4 juta ha afau 81
persen luas hutan atas lahan, 13 juta ha merupakan areal yang termasuk Hak Pengusahaan
Hutan (HPH) tahun 2001 yang terdiri dari 54 HPH, areal perkebunan yang disetujui 292.780
ha dan areal yang dialokasikan untuk perusahaan kayn Hutan Tanaman Industri {10 Perusahaan)
1,6 juta heltar, Tingkat deforestast hutan sampai 1997 sekitar 117.523 ha pertahun, sedangkan

areal yang ditanami tidak ada (0 persen)




' (33.382.475 ha) yaitu 81 perser dari
 Iuas lahan yang lebih dari 41 jura
ha (41.405:500 ha). Dari 18,9 juta
_ha hutan primer yang ada di

-Indonesm 7,5 juta ha atau 39

o :persen ‘betrada diprovinsi Papua®

Data, Opemsx Wanalaga tahun

. '_2001 blngga 2003, Polda Papua .
' mencatat 18 kasus z//qga/ lo(gxgmg

_ dengan barang buktt sekitar 64.000
‘m3 kayu Log. dan 119 unit alat
berat. Sebanyak 19 warga. Indonesm
dan 17 watga negara Malaysm
-d1proses dalam kasus tersebut.
~ Kemudian pada awal tahun 2004,
~ Polda Papua berhasil menyita
- 71.000 M3 kayu log dan 146 alat
be_r_git,_serta 24 orang warga negara
Malaysia sebagai tersangka dan 4
(empat) orang tersangka yang
buron dimasukkan ke dalam Daftar
Pencartian Orang (DPO).* Kasus
illegal logging terbesar di Indonesia
dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir terjadi di Sorong Papua
yaitu penangkapan MV. Bravery
Falcon tahun 2004 oleh satuan TINI
AL dengan kerugian Negara

24 Deparétemen Kehutanan, opeit, hal; 12

mencapal sekztar 17 M111yar

. Ruplah .

Data hasil Opera&n Hutan
Lestari (OHL) 11 Polda Papua
tahun 2005, “mencatat Tzin
penebangan kayu dalam bentuk
IPKMA yang diterbitkan oleh
Dinas' Kehutanan Pxovmsl Papua
dan Provms;. Trian Jaya Barat
sebanyak 65 ijin untuk 65 Koperasi
Peran Serta Masyarakat (Kopet-
mas) dan Koperasi Serba Usaha
(KSU) dengan alokasi konsesi
hutan seluar 1.000 Hektar untuk
masing-masing ijin dengan target
Volume yang bervariasi {mencapai
puluhan ribu meter kubik tiap
IPKMA). Kemudian jumlah Peru-
sahaan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH) dalam bentuk PT. yang
beroperasi di provinsi Papua dan
provinsi Irian Jaya Barat sesuai
dengan Rekapitulasi Perijinan
Pemasukan dan Penggunaan
Peralatan Untuk Kegiatan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu/IPK dalam tahun 2004
adalah sebanyak 52 Perusahaan

25 Media Indonesia, 29 Maret 2004 , Truk Penganghut Kayu Curian Ditangkap Sopir dan
Kernel Diperiksa, dari Webpage http://www. mediaindo.co.id/cetak/ berita.asp?id
=2004032902310601 hal 2 : (diakses tanggal 29 Maret 2003} hal: 1

26 Budianto, A, 13 Agustus 2004, Penangkapan MY, Bravery Faleon serta Kacrdinast Penyidik
PNS Lehamnan Binas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta, hal 12, Tabloid Hukuin dan
Kriminal, PT. Wacana Jaya Pers, YayasanWacanajaythayangLara Jakarta, hal : 11. Volume
kayu yang akan diselundupkan oleh MV. Bravery Falcon sebanyak 892 batang/pzc:s atau

sekitar 14.229,82 M3.




: dengzm aloka& iuas areai sebanyak
+ 11.076.603 Hektat Kemudian data
_' Rekapmﬂaa Pen}man Pemasukan
- dan Penggunaan Peralatan Untuk

- Kegiatan TPKMA tahun. 2004

.' . sebanyak . 27 Kopermas dan 1 (satu)

Kopermas pada tahun 2005
o Perusahaan—pemsahaan HPH inj,

diwajibkan beketja sama dengan .
 Koprasi. Masyarakat “dengan
- ketentman 20% dati Leuntungan

diberikan Lepada kopermas®
“Utaian tentang data z//ega/
!qggmg di Papua, sebagmmana
dijelaskan di atas, memberikan
gambaran bahwa ada per-
kembangan kasus #lkgal lygging di
Papua, baik dati segi kuantitas
maupun kualitas. Perkembangan
modus operandi egal logging ini
diwarnai oleh tendensi politis
terutama daiam hal pengelolaan
hutan yang chkemas dalam isu
otonomi khusus yang memberikan
kewenangan yang sangat luas,
kepada pemerintah daerah di
Papua. Kondisi ini didukung oleh
intensitas tuntutan berbagai
kalangan untuk menegaskan
tuntutan masyarakat lokal atas

sumber daya hutan yang di-
pusatkan pada pengakuan hakuhals.__
masyarakatiokalpeﬁn}akl culayat
hutan ~yang sudah ada sebelum _
klan'n negaxa sebagai penguasa

: tunggal atas hutan. Eks&stensx

masyatakat hukum adat di Papua
betikut hak-halk adat yangmelekat -
padanya sangat. d1jun]ung tmogq :
dan bahkan menjadi salah satu

“esensi penting datt YU otonomi

khusus Papua.

b Otonomi khusus Papua dan
pengelolaan hutan |

Pemberxan otonomi bagi
provinsi Papua, pada desarnya
bukanlah merupakan hal baru
setelah keluarnya UU No. 21 /
2001. Akan tetapi se]ak pertamna
kali Papua betintegtasi ke dalam
Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanngai 1 Mei 1963,
Papua telah diberikan otonomi
daerah berdasarkan _UU No. 12
Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Man Batat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Provinsi Irian Batat,” dengan fokus
otonomi daerah pada tingkat

28 Dulu bernama Irian Barat i{emudlan diganti dengan nama Irian Jaya kemudian daiam masa
pemerintahan Abd. Rahman Wahid diganti menjadi Papua,

29 Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501. PP No,
& Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan kepada 26 (dua puluh enamy) Daerah

~ Tingkat II Percontohan, menetapkan daerah tingkat IT Sorong sebagai daerah otonom
percontohan (Pasal 3)




S propmSL Namun demﬂaan setelah

- 38 tahun Papua betintegrasi ke

- ":'NI(RI tidak: nampak
 perubshan yang signifikan
'."khususnya pembangunan ‘dan
2 Lese}ahteman masyarakat di Papua.
: Sangat ironis bahwa Papua yang
_ memiliki - kekayaan alam’ yang

. cukup melimpah, akan tetapi
'I_'keudakadﬁan hendaksennbangan,__
kimiskinan dan keterbelakangan

masih terus mewarnai kehidupan di
Papua dalam konteks Negara
~ kesatuan Republik Indonesia.

_ Keputusan politik penyatuan
Inan Basrat ke dalam’ Negara
Kesatuan Repubhk Indonesia pada
dasarﬂya merupa}\.an langkah yang
mengandung cita-cita luhur, Papua
yang mempakan salah satu provinsi
ch Indoneaa diharapkan mendapat
porsi yang sefajar dengan provinsi
lain dllndonesm Narnun dem:kmn,
langkah otononu yang chbenkan
kepada Papua pada waktu itu,
keﬁyataannya tidak membawa
perubahan pada tmgkat L.ese}ah»
teraan masyarakat di Papua.
Imphka51 dati sistem pemerintahan
yang sentralistik terutama sebelum
reformasi, mengakibatkan ter-

jadinya kesenjangan pada hampir
semua bidang kehidupan, seperti
Pendidikan, keschatan, ekonomi,
sosial budaya dan politik.Di bidang

meny}sakan berbagai permasalahan
terutama terhadap kultur hukum
masyarakat setempat dalam upaya

'penegakan hukum di bidang

kehutanan. Persfektif masyarakat
lokal terhadap konsep kebet-
lan] utan fungsi hutan berdasarkén
local “wisdom cenderung ter-
kontaminasi “oleh” pola- pola
cksploitasi hutan yang mengabal-
kan prinsip-prinsip sustainabk forest
management dan prinsip m;féﬁ;mb!e
management yang dipelopoti oleh
perusahaan-perusahaan kayu yang
besa/. Eksploitasi hasil hutan di
Papua terus berjalan, sedangkan
pembangunan khususnya untuk ke-
sejahteraan ‘masyarakat adat
(masyarakat ash) terkesan lamban.
Bahkan praktek-praktek kekerasan
yang berujung pada timbulnya
pelanggaran HAM justru banyak
mewarnai upaya penyelesaian
konflik antara masyarakat hukum
adat si satu pihak dengan pemilik
perusahaan dan pemerintah di
pihak lain. Kondisi int menjadi
salah satu indikator timbulnya
aspirasi disintegrasi bangsa yang
didukung oleh kelompok spatatis
(OPM) melalui gerakan Papua
Merdeka yang bertujuan untuk
memisahkan diri dari Negara




» :.Kesatuan Repubhk Indonebxa i

: Kc_md151 pohnk yang. d!pléu

; oieh adanya kesenjangan di hampir

semua sektor kehidupan udak ter-
'penuhmya rasa keadilan ‘dan

L kepastzan hukum serta. pelang-— '
. garan HAM. imenghadlrkan rasa -
. ='_'_ket1dakpuasa1i‘ berbagai. pzhak_
- terutama- putra asli ‘Papua yang-
= benmphkas_t pada aspek pohuk '

dan kultur: hukum masyatakat.
K.endakpuasan ‘apatisme, dan
antpati- kelompok- kelompok
masyarakat terhadap, pemerintah
kemudian mengkristal dengan
munculnya aspitasi merdeka.

Untuk merespon aspirasi
politik daerah yang menginginkan
otonomi luas hingga ke pemisahan
diti dari NKRI, maka salah satu
solusi yang ditawarkan oleh
Pemerintah dalam rangka untuk
mengzkhirt konflik yang ada di
Papua adalah kebijakan paket
otonomi khusus bagi Provinsi
Papua dengan dibetlakukannya UU
No. 21/2601 yang berlakn efektif
sejak 1 Januati 2002.

Momentum reformasi di
Indonesia yang diantaranya

meiahn:kan Undang- Undang_

_otonomi khusus bagl Papua

tersebut membem D

umbulnya permk::an dan kesadaran:_'

“baru untuk menata kehldupan__

be:cbangsa dan bemegaxa ke arah
yang . lebih - baik termasuk_._ :

: mengembahkan kepercayaan.
_masyarakat terhadap Lorrntmen_

' kesalahan d.l masa ialu serta untuk '

membangun Papua di masa akan
datang agar mend_apat_ potsi yang
sejajai: dengan provinsi lain di
Indonesia. Hal mendasar dan isi
Uy No 21 /2001 menurut Basxr
Rotohmana,™ adalah : (1) pem-
betian kewenangan khusus. bagi
Papua yang lebih luas dari otonomi
biasa; (2) Pengakuan dan peng-
hormatan hak-hak dasar orang asli
Papua serta pemberdayaannya
secara strategis dan mendasar; (3)
penyelenggaraan pemerintahan
yang betisi: (a) Partisipasi rakyat
yang sebesar-besarnya dalam
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyeleng-
gataan pembangunan melalui
keikutsertaan para wakil adat,

30 Rohrohmana, B., 2005, Bahan Dasar Penyusunan Draf Perdasus Peradilan Pidana Adat
Penunjang Kamnbmas di Papua, referensi untuk penyusunan akademik Draf Perdasus Provinsi
Papua tentang Peradilan Pidana adat Penunjang Kamiibinas Papua, Fakultas Hukum Universitas
Cenderawasih Jayapura, hal: 33- 34,




. "agama dan kaum perempuan (b)

- Pelaksanaan pembangunan yang:
- _dlarahkan scbesar—-besamya unmk_-

_-memenuhi kebutuhan dasar 1 pen-
"--duduk ash Papua pada khususnya
; ;dan penduduk Provm:n Papua
| "pada mnumnya dengan berpegang

_’Dangunan berkeianjutan ‘bet-
keadilan dan Bermanfaat langsung
bagl masyarakat (<) Penyeleng-
gqraan péiﬁermtahan dan pelak-
sanaan ‘pembangunan yang
transparan dan bertanggung jawab
kepada ‘masyarakat; dan “)
kehadiran Majelis Rakyat Papua
sebagaz refresentasi dan aspﬁ:a&
masyamkat asli Papua.

~ Atas dasar kewenangan khusus
yang dimiliki pemerintah Daerah
Papua berdasarkan UU Otsus,
khususnya dalam bidang kehutanan
maka Pemda Papua menerbitkan
Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
(IPHHK) atau Tjin Pemanfaatan
Kayu (IPK). IPHHK atau IPK di
Papua dikenal dengan istilab Tjin
Pemungutan Hasil Hutan Kayu
Masyarakat ~ Hukum  Adat
(PHHKMA) atau Ijin Pemungutan

‘Hutan Kayu Oleh Masya

prinsip- prmmp_-_: ras
Hukum Adat. Surat terscbi

g péiestaman hngkungaﬁ pem-.

Kayu Masyaxakat Adat (IPKN.[A)

: (seian utnya disebut IPKMA) yang

diterbitkan berdasarkan L
Keputusan Gubernur Prawnm

-Papua ‘Nomor 522. 2;/ 3386 / SET
tanggal 22 Agustus 2002 tentang

Pengatuxan Pemuﬁgutan_i_

kemudian ditindak lan;il‘ﬂ--' oleh
Keputusan Kepala Dinas Ke-
hutanan Provinsi Papua Nomot :
KEP 522.1/1648 tentang Petlm]uk
Pelaksanaan Jjin Pemungutag Hasil
Hutan Kayu Masyatakat Hukum
Adat (IPHHKMA) atau Tjin
Pemungutan Kayu Masyarakat
Adat (TPKMA), sehingga mem-
berikan dasat legititaasi eksploitasi
kayu dari hutan yang ada di Papua.
' Dalam kajian yuridis tentang
eksistensi IPKMA di Papua®
diperoleh keszmpulan bahwa
kebijakan pemerintah daerah di
Papua dalam sistem pengelolaan
hutan khususnya kebijakan pem-
berian TPKMA kepada masyarakat
lokal melalvi Koperasi masyarakat,
pada dasarnya tidak mempunyai
landasan hukum yang kuat,
schingga dalam persfektif

31 Suvkardj, IHegal Loggmg dan Otonomi Khusus Papua, Kajian Politik Hukum Pidana terhadap
Kebijakan Pemerintah Daerah Papua dalam Bentuk Izin Pemunguian Kayu Masyarakat Adat
(IPKMA), Hasil Penelition dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Mei 2Q05 hal :
9 (tidak dipublikasikan).




B ;peﬂmdunu"an hutan maka IPKMA :
i dapat d}.crolongkan sebagai salah

" sarumodus kejahatan i/gal Jaggzﬂg
'--KeWenangan khusus yang dimiliki

" oleh Pemda di- Papua termasuk
Lewenanganya mengelolan dan -

. memanfaatkan. sumber day'i alam

_:'-hutan mei&m kebrjakan IPKMA,
i oleh . Pcratus:an :

] Daerah Khusus_._ (Pef:dasus) dan
'Pe*‘atumn Daerah’ Proymm
(Perdasi) . sebagafmam yang
diamanatkan oleh ketentuan Pasal
4 ayat (3) UU No. 21/2001 bahwa
pelaksanaan kewenangan Provinsi
Papua termasuk kewenangan
khusus diatur lebih Ianjut dengan
Perdasi dan Petdasus.®

IPKMA pada dasarnya di-
latarbelakangi oleh adanya le-
inginan untuk memanfaatkan
semaksimal mungkin sumber daya
hutan yang ada di Papua, dalam
tangka membetikan kontribusi
positif bagi kemajuan prekono-
mian daerah dan tingkat kesejah-
teraan masyarakat. Kebijakan ini

dl_lharm oieh Lensep Coffszzzng; 3

Bm‘ed fon’yi management yang .
| bem,juan mwdekatkan magsyarakat
‘daerah terutama yang tinggal di |
: 'daiam dan di sekitar hutan daiam_

keg!atan pemanfaatan hutan, agar."_.__ |
dapat menjadi- ‘menejer dalam

“sistemn peﬁgeioiaan hutan di Papua,

: _Nmun demildan, kenyataan bahwa
elsistensi IPKMA inihanyameng-.
“untungkan parz perusahaan-pern-

saha_an_ besar-dengan mcmanfaatf_ '
kan sistemn TPKMA untuk kepen-
tingan eksploitasi hutan di Papua
yang seringkali:mengabaikan
konsep pelestarian hutan.
Implementasi dari Jogika dan
retorika koperasi yang dianut oleh
Departemen Kehutanan® yang
diaplikasikan dalam bentuk Koperasi
Masyarakat (Kopermas) di Papua,
pada dasarnya berpangkal pada
asumsi awal pemahaman tentang
sistem pengelolaan hutan yang
berorientasi komersialisasi kayu
hutan sebagai aset pembangunan
nasional. Hal ini menunjukkan

32 Pasal 4 UU No. 21/2001 : ayat (2) “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud padaayae {1},
dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus
berdasarkan Undang-undang ini” dan ayat (3) “Pelaksanaan kewsnangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatar lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi”

33 Campbell, 1. Y, dalam Golfer, C.1.P, dan Reksosudarmo, LAP, 2003, Kemana Hams
Melangkah? Mczyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia, Edisi 1, Yayasan

Obor Indonesia : Jakarta, hal :

146 — 147, Legika dan retorika Departemen Kehutanan

tentang koperasi sebagal media bagi rakyat untuk berpartisipasi lebik aktif dalam ckonomi
nasional melalui usaha-usaha kecil dan menengah.




- '_"_;belum

AR 'bahwa s;stcm pengelolaan hutan -
masih. beronentam pada pertum-
; _'_buhan ekonorm yang cendemng__

; ._._._-_kultur dan kelembagaan yang

R '-mengﬂqatmasyaralmt dengan hntan -
_ o :._-Motlvam terhadap 10::.:1! wz.rdom
- dalam sistem pengeloiaan hutan
erlihat - nyata. dalam
* impleme 1tasi’ konsep’ Kopermas_

- tersebut. Fenomena faktual

: _' : menun}ukkan bahwa membanpr—

nya pe.tmohonan dari kopermas-
' kopermas yang' baru dibentuk
untuk mendapatkan konsesi hutan
skala kecil ini, tidak- seluruhnya
mewakili kepentingan masyarakat
kecil, tetapi koperasi tersebut ada
yang dibentuk oleh anggota yang
bukan masyarakat lokal, karyawan
perusahaan swasta, bahkan untuk
kepentingan, pejabat tettentu.
Akhitnya yang diuntungkan hanya
segelintir ‘-orang atau pejabat
tertentu saja. Barangkali tidak
berlebihan alasan kekhawatiran
berbagai pihak dalam hal devolusi
kewenangan pengelolaan hutan dati
pusat ke daerah bahwa akan muncul
raja-raja kecil di daerah. Alasan lain

34 DTE,Opcit,hal 145-146.

35 Golfer, C.J.P, dan Reksosudarme, LAP, Opeit, hal : 145- 146,

36 Astraatmaja, R., 2002, Tiga Abad Pencurian kayu di jawa, dari Webpage www,Gogle Com,:
(diakses pada tanggal 17Nopember2003).

i mencermmkan adanyé__. kec,
: .cicrungan daerah dalam kebi;akan
: pcngelolaan hutan di- daerahnya

berorientasi pada upaya pening-

katan Pendapatan Asli _Daemh
._--(PAD) * Pertimbangan

dldasarkan pada: pengalamaﬁ

_-dalam szstem pengelolaan huan di

Negara tetangga Papua I\Jugi_m
ternyata bahwa para kepala adat
dan pemimpin lokal dengan mudah
menjadi korup seperti hainya
pe]abat pemerintah.® :

4, i}paya Penanggulangan
Tllegallogging i Papua

- Tllegal logoing merupakan
permasalahan kehutanan yang
sudah cukup lama. Di Indonesia
terhitung sejak dilarangnya
masyarakat menebang pohon jad
oleh konvensi dagang belanda
VOC pada tahun 1867.> Saat ini
illegal logging telah berkembang dari
cara-cara yang konvensional hingoa
menjadi kejahatan transnasional
dan terorganisir. Berbagai macam
cara telah ditempuh untuk menang-




gulangt kejahatan illgal logging ini,
namun tetap saja ada dan bahkan
ceridér'img berkembang. Politik
keiminal tethadap #lkgal Jgaing
tentu tidak. akﬁi_}' ‘berhasil hanya
dengan sarana penal (hukum

pidana) saja, tetapi harus terpadu

- dengan penggunaan sarana non
~ penal: ** Bahkan dari-sudit
_pandang politik kriminal, maka
kegiatan preventif yang non penal
secara keseluruhan, mempunyai
kedudukan yang stratégis dan posisi
kunciyang harus diintensifkan dan
diefektifkan, katena kegagalan
dalam menggarap usaha non penal
ini, akan berakibat fatal dalam
upaya penanggulangan kejahatan.”
Oleh karena itn, suatu kebijakan
criminal harus dapat meng-
integrasikan dan mengharmoni-
sasikan seluruh kegiatan non penal
itu ke dalam suatu sistem kegiatan
Negara yang teratur dan terpadu.®

.. Penegakan :hukum terhadap
kejahatan di bidang kehutanan ini
tidak lepas dari konsep penegakan
hukum terhadap lingkungan yang
mencakup penataan dan peninda-
kan_(complience and enforcement)
meliputi bidang hukum adminis-
ttasi negata, bidang perdata dan
iaidzing hukum pidana & Penegakan
hukum melalui sarana penal dengan
menetapkan sanksi pidana dalam
proteksi linglungan hidup Menurut
Jaro Madya* dipergunakan sebagai
wltipmnm remedinm (senjata terakhir),
akhir dari suatu mata rantai dengan
maksud untuk menghapuska_n_ﬁ
akibat-akibat yang merugikan
terhadap lingkungan hidup.
Menurut Prof. Kusnadi Harja-
sumantri bahwa penyidikan serta
pelaksanaan sanksi administrasi
atau sanksi pidana metupakan
bagian akhir (slazssinK) dari
penegakan hukum, yang petlu ada

37 Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secararasional usaha-usaha pengendalian
kejahatan oleh masyarakat (Muladi dan Arif, B.A., 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,
Edisi Kedua, Get. Kedua, Alumni: Bandung, hal: 157} dalan: buku ini Marc Ancel merumuskan
sebagai : “the rational organization of the control of crime by society”,

38 ibid, hal: 158,
39 Ibid, hal: 138,
40 Ibid, hal: 158

41 Silalaki, D., 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Cet, 1, Edisi Ketiga, Alumni: Bandung, hal: 215

42 Abdurrahman, 1990, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya
Bhakii : Bandung, hal : 109 dan Siahaan, N.H.T, 1987, Etkologi Pembangunan dan Hukum

Tata Lingkungan, Erlangga: Jakarta, hal: 104,




| terleblh dahulu adalah penegakan
pr_evenﬂf }raltu pengawasan dan
-._'-peiaksanaan peraturan.®

'“*-“Upaya penanggulangan z/lqga[ o
yang tetjadi di Papua melibatkan
berbagai kepentingan karena
keberadaan banyak plhak yang
_sama-sama memanfaatixan kebera-
' daan hutan. Perbedaan kepen__uggan
_.;Opemm Hutan Lestari 11 tahun_ _ 1

-/ocggmg di Papua selama ini cen-

o derung mengedepankan samna

: .' penal baik melalui operaa—opemm

H penegakan hukum sepetti operas;'

~ wanalaga tahun 2001 hmgga 2003,

2005 (keduanya merupakan
opetasi yang terpusat), maupun
melalui ‘cara-cara penyelesaian
konflik alternatif di luar sistem
peradilaan antara masyarakat yang
hidup di dalam dan di sekitar hutan
(masyarakat hukum adat) di satu
pihak, perusahaan kayu dan atau
pemetintah daerah di pihak lain.
Penyelesaian konflik dengan cara
ini tetkadang cenderung tidak
miemihak kepada masyarakat adat
yang sejak dule termarjinalkan.
Penggunaan kekuatan militer dan
Polri untuk memberikan proteksi
terhadap perusahaan-perusahaan
kayu yang beroperasi di wilayah hak
ulayat masyarakat adat seringkali
harus berhadapan dengan masya-
rakat adat setempat bahkan

43 Hardjasumantri, Opeit, hal: 376

44 Fued, F.H, 2000, Kehutanan Indonesia Pasea Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 1999 (amara
Keberlanjutan dan maraknya A on/7/, Yogyakarta, Mei 200 dari Webpage www.Gogle.Com,:
(diakses pada tanggal 4 Nopember 2003), hal: 37

penyelesamn konflik terkadang

' dengan mcnggunakan cara cata

kekerasan.” o
Konflik penuelolaan _E'hutan

dan perspektif tethadap sumber
daya hutan bagaimanapun tidak
dapat dihindati, terutama’ dalam
hal kepemilikan antara ‘hutan
negara, hutan hak dan hutan adat/
ulayat khususaya selama- hutan
tersebut belum menjadi hutan
privat dengan property right yang
relatif stabil. Faktanya, sebagian
besar hutan di Indonesia berada
pada kondisi yang resozrce property
right belum saling dihorma; dalam
arti kesepakatan-kesepakatan untuk
mengamankan hak kelola yang
dimiliki masing-masing pihak
belum cukup terbangun secara
menyeluruh.** Bahkan tidak
terdapat cukup ruang untuk
masyarakat adat di Papua untuk
mendapatkan kembali kontrol atas
tanah. Kebijakan pemetintah pusat




o untuk tetap rnernegang kendah atas
il hutan dapat mempersempit ruang
. rak ba _asyarakat adat dalam
:7 :'-'f_.-.berbagai tuntutannya.® o 0
D_ ~sisi lain: kond131 hukum

‘daerah, serta antara '_eratumn

- kehutanan dan otonomi khusus di
_ __-.Papua 4 Demikian halnya dengan
N -.konsttukSIhukumdi papua, belum
.terbangun secara meyeluruh dan
tetpadu baik menyanglwut substansi
hukum, struktur. hukum maupun
kultur hukum - masyarakat.?’
Beberapa permasalahan dalam
substansi hukum di bidang ke-
hutanan bahkan dalam Rancangan
Perpu tentang I, !!egal logging seperti
yang dirumuskan oleh ICEL
(Indonesian Center for Bnvironmental
Law) #*bahwa substansi hukum di
bidang kehutanan belum meng-
akomodasi perkembangan ke-
jahatan Zlfegal lpgging oleh karena

j;'-'pexundang—undangan di- bidang '

- 'mé'sih"-terdapat béberapa kele-
‘mahan diantaranya - (2) odentasi -
;kei:u]akan kehutanan pada per-- -
~tumbuhan ekonorm {(b) kebijakan ~ :
_pengelolaan hutan yang cenderung .
“terutama di. bldang kehutanan
“belum menunjukkan konmstenm_
sinkronisasi antara peraturan
'-;pemndangmundangan pusat’ dan

._"perundang undangan antara
kebijakan, b1dang kehutanan dan::: o
'::otonomx daerah Kelemahan_;
' kelemahan ini membuat aktor.

intelektual pdaku. z_]legal_-slo(ggmg”_ 5
belum bisa tetjerat oleh hukum;
sehingga penegakan hukum belum -
dapatmemenuhi rasakeadilan dan
kepastian hukum masyarakat.
Kelamahan dari aspek struktur
hukum menyangkut sumber daya
manusia, kapasitas dan integritas
penegak hukum, sarana dan pra-
sarana, kesejahteraan, pendanaan;
sefta sistem ‘atau mekanisme
koordinasi antara aparat penegak
hukum dan instansi terkait belum
memadai, sehingga belum dapat
diandalkan untuk menanggulangi
illegal logging secara tuntas di Papua.
Demikian juga dengan merosotnya
kultur hukum masyarakat di Papua

47 Friedman, W., 1997, Law and Society, New Jersey : Prentice-Hall,: hal 6-9, Rahardjo, §.,
2000, Hmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 154, “Bakwa hukum ity tidak
layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi

kultor

48 Baca ICEL 12 Mei 2004c, Perpu Illegal Logging: Sekedar Trend atou Senjata Ampuh?, dari

Webpageh
dan Sukardi, ibid, hal: 170-172.

J/ftechscape8.com/~icelorid nvdocs/6a0c3199817ca0 beaOfSMdechOQZ him.




. yang masih diwarnai oleh ke-
_*Lecewaan dan: keudakpuasan -
= terhadap sistermn pengeiolan hutan_. o
yang _entmhsmk di- masa lalu,
~memberikan corak pada perspektif -

- -;-;_masyarakat atas keberlan;utan
~ fungsi | ‘hutan (pelestatian hutan) -
L setta kepercayaan terhadap kormit-
* . men pemerintah Pusatdalambal ini
_"Departemen Kehutanan untuk -

g menerapkan konsep mmmm‘zgy buased
ﬁmfmgmgeffzem‘ Kultur hukum ini
juga dlpcngaruhz oleb tingkat
pendzd}kan masyarakat yang masih
relatif, ter’oelakang, kesadaran
hukum dan lingkungan, sexta adat
istiadat ‘masyarakat setempat.
Pez;nb:a_ngunan kultur hukum
masyarakat ini dapat.dibangun
salah satunya melalui kebijakan
kriminal yang dapat menginte-
grasikan dan mengharmonisasikan
seluruh kegiatan preventf  yang
non penal ke dalam sistemn kegiatan
penanggulangan i/egal Jogging.
Radzinowics menyatakan bahwa :
crizinal policy mnst combine the varions
preveniive activifies and adjust them so
as 1o formn a single comprebensive machine

'..:md fi mzlgv mordmate z‘be w/m[e zm‘o an

argamged syster of activity”. 249,
- Bksistensi-hukum adat d1

'-Papua sangat- mempengaruh1
kultur hukum masyarakat terhadap
_-peaegakan “hukum ¢ posmf

khususnya masyarakat ash‘_.:yang
sangat men; unjung tinggi

~adat setempat. ‘Bahkan pengékuan
“dan penghoxmatan ‘terhadap
‘hukum adat di Papua menjadisalah

satu esensi penting dari UUNo.21/
2001 tentang Otonomi :':kh_u__s'us
Papua. Implementasi pengakuan
dan penghormatan terhadap
eksistensi hukum adat di Papua ini,
dikuatkan dengan diakuinya
eksistensi Petadilan adat di Papua
dalam UU No. 21/2001.%"Sistem
peradilan adat menurut UU No.
21/2001 berfungsi sebagai
lembaga peradilan bagi masyarakat
hukum adat di Papua uatuk
memeriksa dan mengadili sengketa
petdata adat dan perkara”pidana
berdasarkan hukum adat masya-
rakat hukum adat yang bersang-
kutan. Pendekatan hukum adat
Papua belum terakomodasi secara

49 Muladi dan Arif.B. N., Opcit, hal: 159, yang dikutif dari Karl Q. Christiansen, Some

consm’emtwn on the Possibility of a Rational Criminal Policy, Resource Material SEI'.EES No.

7, 1974, UNAFEI, Tokyo, hal; 74,

50 Pasal 50 dan Pasal 51 Ut No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam

Pasal 50 ayat (2} dirumuskan Bahwa : “(2) Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui adanya peraditan adat di dalam masyarakat hukum tertentu.




_':._"-fkomprehenmf dalam “sistem
_:pengelolaan hutan khususnya di

. : Papua sehmgga penegakan huk!,lm |

i bidang kehutanan akan meng-

~ alami kendala dan menimbulkan
o -ZreakSI di kaiangan masyarakat adat

| yang mengmgmkan untukz menye-

: - lesailan. persoalamperboalan hak -
5 -”_-"-';ulayatnya melaiu; mekamsme '

Dampak dari 2 adanya keﬁdaku
puasan terhadap fenomena
ketidakadilan, keudakseimbangan
kimiskinan dan ketetbelakangan
rnasih ter.a_s_mewa_.mm kehidupan di
Papua khususnya - terhadap
implementasi UU Otsus yang telah
diberlakukan di Papua selama
kurang lebih lima tahun, menim-
bulkan reaksi dari kelompok-
kelompok tertentu yang sempat
mengemuka dalam tahun 2006,
dengan munculnya aspirasi unmuk
mengembalikan UU otonomi
khusus kepada NKRI. Alasan
utama kelompok tersebut adalah
kegagalan pemerintah untuk
menerapkan UU Otsus Papua
secara konsisten, schingga tidak
memberikan perubahan yang
signifikan bagi kesejahteraan
masyatakat ash Papua, yang berarti
pula alternatif pilihan kelompok
tersebut adalah merdeka.

Gambaran tentang kompleksitas

_ 'permasalahan sebaga.tmana telah
__'dmraikan di-atas, merupakan n
~fenomena. sosml yang ada di Papua -
:sebagal dampak dari kegagaian”'
51stemd1masa 1alu terutama dafam__ .

hal pemerataan pembangunan di

‘bidang ekonomi, serta penegakan
keadilan dan kepasuan hukum bagl i
| masyarakat ash Papua &

4 i’enutup $ g
- Uraian tentang fenomena sosrai

dan hukum sebagaimana dijelaskan

di atas, menggambarkan komplek-
sitas permasalahan yang dihadapi

dalam upaya penanggulangan kgl
logging di Papua. Dalam sistem _
pengelolaan hutan di Papua, masih

menunjukkan: adanya petbedaan

perspektif dan kepentingan antara

pemerintah pusat dan daerah

tetmasuk masyarakat adat di

daerah, serta kontradiksi kepen-

tingan antara pemerntah pusat dan

daerah yang berpengaruh pada

orientasi kebijakan masing-masing,

sehingga menimbulkan inkon-

sistensi kebijakan dalam sistem

pengelolaan hutan. Hal ini menjadi

rumit dengan adanya inkonsistensi

dan insinkronisasi peraturan

perundang-undangan di bidang
kehutanan dan otonomi daerah. -

Kompleksitas permasalahan
dalam upaya penanggulangan illga/




Jogging di Papua, menjadi-faktor-
- faktor ;Jotensmi dalam mendorong
5 perkembangan ke;aha‘tﬁn illegal
; logoing, Sernentara itn, ketimpangan
dalam’ pembangunan konstruksi
“hukom dan disintegrasi kebijakan
| ‘penai dan non penal dalam socia/
e eferice p/ﬂﬁmfw dibidang kehutarian,
“menjadi bagian dari indikator
kegagalan dalam upaya penang-
 gulangan i/legal logaing di Papua,
~Beberapa kelemahan-kele-
mahan yang masth harus dibenahi
teﬁut_éma dalam merumuskan socia/
defence planning di bidang kehutanan
khususnya dalam konsep penang-
gulangan #llesa! logging di Papua.
Melalui pendekatan - politik
crirninal, maka sangat diperlukan
upaya mengintegrasikan dan meng-
harmonisasikan kegiatan atau
kebijakan non-penal dan penalitu
ke arah penekanan atau pengu-
rangan faktor-faktor potensial yang
menumbuh suburkan kejahatan
illegal lppuine”!

Pendekatan hukum dalam
upaya penanggulangan #lega! logging
ini tentu ditkuti dengan pem-
bangunan hukum secara utuh baik
menyangkut substansi hukumnya,
struktur hukumnya mavpun kultur
hulumnya.

51 Baca Muladi dan Asif BN, Opcit, hal: 160

Dalam upaya penangg@;iﬁgah
tllegal logging di Papua, diperlukan

komitmen politk dari pernemtah

uniuk restrukturisasi sistem penge-
loladan hutan di Papua dengan
menerapkan secara konsisten
paradigma communify based: ﬁvre:
management berdasarkan prinsip
stainable fores managenzent: dengan
melibatkan dan memberdayakan
masyarakat hukum adat setempat
berdasarkan focal wisdowm -.yang
dimiliki. Termasuk di dalamnya
mereviuw kembali kebijakan
Pemda Papua terhadap IPKMA
dalam sistem pengelolaan hutan,
untuk menentukan mekanisme
pengelolaan hutan berbasis
masyarakat yang terpadu antata
konsep perlindungan hutan dan
pemanfaatan fungsi hutan. Konsep
ini harus mencakup tanggung jawab
nyata masyarakat adat dalam sistern
pengelolaan hutan maupun dalam
upaya pemberantasan iggal lovgiug.
Selain diberikan tanggung jawab
perdindungan hutan maka kesem-
patan untuk menikmad manfaat
ekonomis dati hutan harus tersedia
bagi lembaga-lembaga adat
seternpat. Demikian juga dengan
Eksistensi Majelis Rakyat Papua




 (MRP) sebagai refresentasi-dari
aspirasi masyamkﬁt asli Papua,
menempati posisi yang strategis
untuk d1berdayakan dalam
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